ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Yuridis terhadap Distribusi Bantuan
Pangan Non Tunai Program Sembako 2020 (Studi Kasus : Kelurahan Pulo
Gadung, Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur). Peraturan Menteri Sosial
RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
dan Keputusan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013
tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
yang dijelaskan bahwa penerima Bantuan Pangan Nontunai yaitu Keluarga
Penerima Manfaat atau keluarga miskin, namun kenyataan sebagian wilayah
masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan sembako tersebut.
Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan untuk menanggulangi kemiskinan suatu
program BPNT sembako 2020 di suatu Daerah atau Kelurahan dalam suatu
Bantuan Pangan Nontunai Program Sembako 2020 dengan adanya tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Dalam pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Pulo Gadung
belum didistribusikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun
2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Berdasarkan
Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013
tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Sehingga dengan kurangnya tepat sasaran pada masyarakat masih adanya
ketidakadilan dalam proses pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)
sehingga dengan hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial.
Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai dengan prinsip
pendistribusian menurut sudut pandangan islam, alasan aspek distribusi bahwa
distribusi Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan

dalam distribusi.
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